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Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor 

Hukum/Law Office LAMRUS & PA RTNE RS yang beralamat di Jin. 

Kaumpandak RT.003/RW.001 No.05, Kelurahan Karadenan, Kecamatan 

Cibinong, Kabupaten Bogor, email:lamruslawoffice@gma1I com, Mobile/HP: 

081280726556, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan 

atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----------------Pemohon; 

terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya ... , 

berkedudukan di Jalan Demianus Kyeuw-Kyeuw, Kampung Kasonaweja, Distrik 

Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua; 

Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------Termohon; 

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal 

Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Galon Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, berdasarkan Keputusan KPU 

Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 

Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 

pukul 10.52 WIT. 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTIT USI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati , dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana

telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-
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XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, 

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil 

Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Konstitusi"; 

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Mamberamo Raya;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon

Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,

(PMK 3/2024 ), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya

dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan

oleh KPU Kabupaten;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tahun

2024 tentang: Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember

2024 yang diumumkan pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,

Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan.
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Kepala Daerah untuk mengenyampingkan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 

dengan pertimbangan dengan menindaklanjuti terhadap kelalaian­

kelalaian Termohon dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 mulai 

dari proses Tahapan calon kepala daerah oleh termohon yang terdapat 

adanya kecurangan yang menjurus pada perbuatan melawan Hukum dan 

adanya Tindakan yang masif dengan menguntungkan salah satu 

Pasangan calon; 

7. Bahwa dengan keterbatasan waktu yang diberikan oleh UU, Dimana

menurut Pemohon menjadi satu kendala tersendiri terhadap persoalan

ketentuan waktu dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak itu sendiri

sebab Upaya hukum untuk memperoleh keadilan disaat telah selesainnya

pemungutan suara dengan kondisi kami yang jauh dengan berbagai

kendala lapangan yang kami alami di Papua menjadi sangat terbatas

8. Bahwa hal-hal yang berkaitan terhadap kelalaian-kelalaian oleh termohon

yang berujung pada kerugian Pemohon adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Putusan Mahkama Konstitusi Republik Indonesia (MK

RI) No 60/PUU-XXll/2024 yang dibacakan pada tanggal 20

Agustus 2024 pertimbangan hukum mahkamah mempertimbangkan

sebagai berikut (3.14) , (3.15) dan (3.16) dalam amar putusan

Mahkamah 5. Amar Putusan dalam pokok permohonan poin 2.

Menyatakan Pasal 40 ayat 1 UU 10 /2016 Tentang Perubahan kedua

atas Undang-udang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nonor 1 tahun 2014 tentang

pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang- undang (

lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898

bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat, sepanjang tidak dimaknai; Partai politik atau gabungan

partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika

telah memenuhi persyaratan sebagai berikut; untuk mengusulkan
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